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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P. 3/Menhut-II/2012 
TENTANG 

RENCANA KERJA PADA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU 
HUTAN TANAMAN RAKYAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (3), Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 
Tahun 2008, telah ditetapkan Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2009 
tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan 
Tanaman Rakyat; 

 b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas 
penyusunan, penilaian, persetujuan RKUPHHK-
HTR, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.62/Menhut-II/2008 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.14/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman 
Industri dan Hutan Tanaman Rakyat tersebut huruf 
a, perlu dilakukan penyesuaian; 
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c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang 
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu Hutan Tanaman Rakyat; 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3419); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3687); 

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3888), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4412); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 
tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4452); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4814); 

8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II 
Periode 2009-2014; 

9.  Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
Republik Indonesia; 

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 
I Kementerian Negara Republik Indonesia; 

11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi; 

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-
II/2008 tentang Persyaratan Kelompok Tani Hutan 
Untuk Mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir 
Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat; 

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-
II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga 
Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 221); 

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-
II/2009 tentang Standard Biaya Pembangunan 
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Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman 
Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 389); 

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 405); 

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-
II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan 
Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 407); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG 
RENCANA KERJA PADA USAHA PEMANFAATAN HASIL 
HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN RAKYAT. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan  Menteri ini, yang dimaksud dengan : 

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 
Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah izin usaha 
yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada 
hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk 
meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan 
menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber 
daya hutan. 

2. Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah 
kumpulan individu petani dalam suatu wadah organisasi yang 
tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan 
kepentingan untuk bekerjasama dalam rangka pembangunan usaha 
hutan tanaman dalam rangka kesejahteraan anggotanya.  

3. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman 
Rakyat yang selanjutnya disingkat RKUPHHK-HTR adalah rencana 
kerja IUPHHK-HTR untuk seluruh areal kerja yang berlaku selama 
daur tanaman pokok yang dominan, antara lain memuat aspek 
kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan 
dan pembangunan sosial ekonomi setempat. 
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